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ABSTRACT

The Effect of L ocal Own-Sour ce Revenue and Balancing Fund Againts Gross
Domestic Regional Product Level District/City in Lampung Province

By
NURUL HIDAYATI

This study aimed to determined the effect of Local Own-Source Revenue and
Balancing Funds to Gross Domestic Regional Product in Lampung Province during
2011-2015. The Independent variablesin this study are Local Own-Source Revenue
and Balancing Fund who consist of Sharing Revenue (DBH), General Allocation
Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK). This study usestool is the panel
data regression analysis the approach Fixed Effect Model (FEM).

The results of the study indicate that Local Own-Source Revenue variable gives
positve significant effect on Gross Domestic Regional Product, General Allocation
Fund variable gives positive significant effect on Gross Domestic Regional Product,
Special Allocation Fund variable gives negative and significant effect on Gross
Domestic Regional Product, and Revenue-Sharing variable gives negative and not
significant effect on Gross Domestic Regional Product.

Keywor ds.Balancing Funds, GDRP, L ocal Own-Sour ce Revenue of the
district/city in Lampung Province



ABSTRAK

PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PDRB
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

NURUL HIDAYATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Perimbangan terhadap PDRB kabupaten/kota Di Provinsi Lampung tahun
2011-2015. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus. Penelitian ini menggunakan metode aat analisis regresi data panel
dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM).

Hasi| dari penelitian menunjukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)
berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, variabel DanaAlokasi Khusus (DAK)
berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB, dan variabel Dana Bagi Hasil (DBH)
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB.

Kata kunci: Dana Perimbangan, PDRB, Pendapatan Asli Daerah
kabupaten/kota Provinsi Lampung
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I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses multidimensional yang
meliputi berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, perubahan dalam sikap
hidup masyarakat dan perubahan dalam institusi nasional. Pembangunan juga
meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan
ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan atau perubahan total masyarakat

untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Todaro, 2004).

Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adal ah suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarakatnya mengel ola sumber daya— sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan
kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Hal ini sering
ditandai dengan terjadinya peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh
meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa. Terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat yaitu output
yang meningkat, perkembangan teknologi, penyesuaian dan inovasi dalam bidang

sosidl.



Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat adanya perubahan
pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
karena didalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan
dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto
jugadapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan

suatu daerah atau masyarakat.

Reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar. Salah
satu yang cukup besar pengaruhnya adalah dalam pel aksanaan pemerintahan.
Daam mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien, stabilitas perekonomian
dan pertumbuhan yang teguh reformasi memberikan rujukan terhadap aspek
pemerintah untuk dibentuk berdasarkan otonomi daerah. Penyelenggaraan
otonomi daerah menjadi penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Otonomi daerah adalah pelimpahan atau pemberian wewenang dan
kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan
pemerintahan sendiri dan melakukan pelayanan masyarakat berdasarkan

ketentuan undang-undang yang berlaku.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor
22 tahun 1999. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan untuk
memaksimalkan pengel olaan daerah oleh pemerintah daerah dengan bersumber
pada potensi daerahnya. Otonomi daerah menjamin kewenangan daerah dalam
mengel ola daerahnya dan tidak lagi menjalankan sebuah fungsi yang hanya
sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Atau dengan kata lain, daerah

tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar



mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan

potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002).

Berlakunya kebijakan otonomi daerah memunculkan fenomena pemekaran wilayah
baru baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari sebelumnya berjumlah
27 provins di tahun 1998 menjadi 34 provins ditahun 2014.begitu juga
pemekaran kabupaten/kota dari sebelumya 344 menjadi 514 di tahun 2014 dengan
besarnya kabupaten sebesar 274 dan 70 kota di tahun 1999 menjadi 416

kabupaten dan 90 kota ditahun 2014.

Mengikuti fenomena nasional begitupun yang terjadi di Provinsi Lampung
Pemekaran wilayah Provinsi Lampung berlangsung periode 1991 hingga 2012.
Pemekaran wilayah administrasi pertama membentuk Kabupaten Lampung Barat
sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pemekaran wilayah
administrasi Provinsi Lampung yang terbaru pada tahun 2012. Pemekaran wilayah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2012 membentuk Kabupaten
Pesisir Barat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut secara resmi

jumlah Kabupaten di Provinsi Lampung menjadi 15 kabupaten/kota.

Berdasarkan pemekaran yang terjadi yang membentuk 15 kabupaten/kota di
Provinsi Lampung, jika dilihat dari tahun terbentuknya wilayah administrasi baru,
maka dalam penelitian ini hanya akan memasukan 14 kabupaten/kota. Dimana
hanya Kabupaten Pesisir Barat yang tidak dimasukkan kedalam penelitianini,
dikarenakan kabuapeten tersebut baru terbentuk pada tahun 2012. Sehingga data
yang tersgji pada kabupaten tersebut belum memenuhi mekanisme penghitungan

penelitian ini.



Selain munculnya fenomena pemekaran wilayah akibat adanya kebijakan otonomi
daerah, yang menjadi penting untuk disoroti adalah dengan munculnya kebijakan
dari sis keuangan daerah yaitu kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi
fiskal merupakan sebuah upaya atau kerangka kinerja pelaksanaan kegiatan
bernegara dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
dimana dengan diberlakukanya peraturan terkait desentralisas fiska ini
menjadikan adanya pelimpahan wewenang kepada daerah untuk melaksanakan
pemerintahan secara otonom seperti halnya wewenang melakukan pengeluaran
dalam hal ini adalah pembel anjaan, kewenangan memungut pajak, pemilihan
kepala pemerintahan oleh rakyat, dan adanya bentuk transfer dari pemerintah

pusat.

Desentralisasi fiskal menjadi fokus yang paling disoroti dalam penyelenggaraan
otonomi daerah. Dimana desentralisasi fiskal berpengaruh penting dalam proses
pembangunan. Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaanya memuat kebijakan fiskal
merupakan instrumen dalam penyelenggaraan pemerintah yang sangat penting
perananya dalam perekonomian yaitu dalam upaya mendorong pertumbuhan

ekonomi.

Menyoroti desentralisasi fiskal dalam peranannya mendorong pertumbuhan
ekonomi menjadi isu yang menarik dan menjadikan isu ini banyak menjdai
perhatian para pendliti untuk diteliti. Namun dalam beberapa penelitian mengenal
pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan
kesimpulan yang berbeda-beda dari para peneliti yang telah mengaji mengenai

pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.



Daam penelitian Zhang dan Zhou (1998) yang dilakukan padatingkat provinsi di
Cina memberikan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Penemuan ini mengejutkan karena biasanya
kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan
ekonomi. Dari kesimpulan bahwa desentralisai fiskal berpengaruh negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan kesimpulan bahwa mengenai
kebijakan fiskal dengan dampak yang luas bagi negara maka lebih baik untuk

dilakukan oleh pemerintah pusat.

Disisi lain dalam penelitian yang dilakukan oleh Vaguest dan MC Nab (2001)
meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi
dalam penelitian ini memberikan temuan bahwa tidak adanya hubungan langsung
antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Tidak adanya hubungan
yang dimaksud adal ah baik hubungan positif maupun hubungan negatif. Dalam
kesimpulannyatidak adanya hubungan secaralangsung antara desentralisasi fiskal
dengan pertumbuhan ekonomi memberikan saran untuk penelitian berikutnya

untuk memasukkan dimensi seperti pengangguran dan dimensi-dimensi lainnya.

Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia dalam tujuannya untuk melihat
pengaruh desentralisasi fiskal juga memberikan kesimpulan yang berbeda-bed.
Daam penelitian yang dilakukan Jumadi, dkk (2013) ini memberikan kesimpulan
bahwa pel aksanaan desentralisasi fiskal memberikan manfaat bagi pembangunan
daerah di kabupaten / kotadi Jawa Timur , hal ini ditunjukkan dengan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aspek indeks

pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli .



2. Meningkatkan kualitas infrastruktur

3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas
pembangunan manusia dan kualitas infrastruktur. Lalu, adaindikas
perbedaan dalam efektivitas pelaksanaan desentralisasi di seluruh
kabupaten / kota dan indikasi bahwa peran sektor swasta adalah dominan
dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dalam hal ini kesimpulan
yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa desentralisasi fiskal
memberikan dampak yang positif bagi pembangunan daerah

kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumadi dkk (2013).
Penelitian yang dilakukan oleh Puji wibowo (2001) memberikan kesimpulan
bahwa desentralisasi fiska di Indonesia secara umum memberikan pengaruh
positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999-2004. Hasil penelitian
juga memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak
tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif |ebih baik terhadap
pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal

sebelumnya.

Daam perannya desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
dimana dengan berlakunya desentralisas fiskal maka mekanisme bernegarajuga
menjadi ikut berubah. Dalam hal ini meliputi hubungan pemerintah pusat terhadap
daerah dari sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi. Hal ini menjadikan
pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pemanfatan sumber-sumber

pembiayaan.



Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan
tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan

bel anja negara dengan sumber pendapatan diantaranya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) vyaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan adli terdiri
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengel olahan kekayaan daerah lainnya, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah, antaralain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Pendapatan daerah
lainya berupatransfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan
berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana
Bagi Hasil (DBH). Dimana danatransfer dari pemerintah pusat ini memiliki porsi

paling besar terhadap pendapatan daerah.

Provinsi Lampung termasuk dalam daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut,
seperti daerah lainnya di Indonesia provinsi Lampung juga mel aksanakan
mekanisme desentralisas fiskal, dengan menggali sumber-sumber penerimaan
yang potensial untuk meningkatkan PAD. Dimana PAD merupakan sumber utama
bagi pembiayaan kegiatan pembangunan daerah karena dengan kewenangan
penuh seharusnya penerimaan PAD dapat dimaksimalkan untuk penyelenggaraan
otonomi dan desentralisasi fiskal. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai

modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang

bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pujiati, 2008)



dalam (Azzumar, 2011). Perkembangan PAD Provinsi Lampung dapat dilihat

padatabel berikut ini

Tabel 1 Pendapatan Adli Daerah dan Rata-rata Penerimaan Pendapatan Adli
Daerah (dalam juta rupiah) Kabupaten/K ota Di Provinsi Lampung

2011-2015
. rata-rata
Daerah Pendapatan Adi Daerah PAD
2011 2012 2013 2014 2015

Lampung Barat 15243 14329 28526 25769 37981 24369,6
Lampung Selatan 58619 58998 74062 96670 125152 82700,2
Lampung Tengah 37682 43802 65374 109937 98569 71072,8
Lampung Utara 12065 13523 17613 24804 32048 20010,6
Lampung Timur 20000 25160 40261 50466 90442 45265,8
Tanggamus 13028 14409 20000 35000 33634 23214,2
Tulang Bawang 22442 25203 27512 45433 28370 29792,0
Way Kanan 17206 13592 15909 30887 35963 227114
Bandar Lampung 118044 230920 374096 438997 563200 345051,4
Metro 28622 32760 52248 60224 91429 53066,6
Pesawaran 8486 14716 18106 30325 38678 22062,2
Pringsewu 3260 21916 24983 35693 52876 277456
Mesuji 4001 4590 9417 18698 22529 11847,0
Tulang Bawang Barat 1298 5300 7643 10000 22208 9289,8

Rata-rata seluruh Daerah 41.872,071

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2011-2015 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 1 dilihat dari besarnyajumlah PAD dari tahun 2011-2015 kota
Bandar Lampung adalah daerah di Provinsi Lampung dengan rata-rata PAD
tertinggi dari tahun 2010-2014 yaitu sebesar 345051,4 juta rupiah yang kemudian
disusul oleh Kabupaten Lampung Selatan yaitu dengan rata-rata penerimaan
sebesar 82700,2 juta rupiah dan PAD terendah dengan rata-rata penerimaan dari
tahun 2010-2014 terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 9289,8
jutarupiah yang kemudian disusul oleh Kabupaten Mesuji dengan rata-rata

penerimaan sebesar 11847,0 juta rupiah.



Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa penerimaan daerah berupa PAD merupakan
sumber daerah yang seharusnya lebih besar dari danatransfer yang dilakukan
pemerintah pusat. Seharusnya PAD menjadi indikator penting dalam pel aksanaan
desentralisasi fiskal. Namun pada pel aksanaanya sumber terbesar bagi pembiyaan
pel aksanaan kegiatan pembangunan ekonomi terbesar diperoleh dari dana
perimbangan yang terdiri dari Dana Alokast Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), dan DanaBagi Hasil (DBH). Hal ini dapat dilihat dari dana perimbangan
yang diterima pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan nilai Pendapatan
Adli Daerah (PAD) berikut adalah perkembangan dana perimbangan pusat untuk
Daerah Lampung. Perkembangan dana perimbangan dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2 Jumlah Dana Perimbangan dan Rata-rata Penerimaan Dana

Perimbangan (dalam juta rupiah) Kabupaten/K ota Di Provinsi
Lampung Tahun 2011-2015

Jumlah Dana Perimbangan Rata-rata
Daerah dana

2011 2012 2013 2014 2015  perimbangan

Lampung Barat 503.517 594.663 694.020 510.855 618.646 584.340
Lampung Selatan 690.616 841.214 888.534 984.136 1.030.958 887.092
Lampung Tengah 955.389 1144251 1.247.258 1.351.218 1.361.799 1.121.987
Lampung Utara 672.736 790.380 899.609 981.869 990.186 866.956
Lampung Timur 806.197 973372 1.076.369 1.135.616 1.202.018 1.038.714
Tanggamus 561.462 670.459 715.670 801.427 848.304 719.464
Tulang Bawang 520.205 529.805 585.599 696.238 733.904 613.150
Way Kanan 482.849 576.940 643.879 704.131 788.264 639.213
Bandar Lampung 726.511 852.029 995.047 1.161.802 1.144.551 975.988
Metro 357.003 396.716 451.840 491.348 507.246 440.831
Pesawaran 468.083 560.576 640.737 742.152 724.975 627.305
Pringsewu 501.956 562.745 589.047 627.530 670.182 590.292
Mesuji 319.108 375.474 411.157 475.085 519.206 42.006
Tulang Bawang Barat 379.219 432.278 458.495 514.604 542.811 465.481
567489,3 664350,19 73551856 798429,3 834.504 686.630

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2010-2014 (data diolah).
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Berdasarkan Tabel 2 mengenai dana perimbangan pusat terhadap kabupaten/kota
di Provinsi Lampung rata-rata dana perimbangan dari tahun 2010-2014 terus
meningka yaitu sebesar 567489,3 juta rupiah ditahun 2011, sebasar 735.518,56
jutarupiah ditahun 2013 dan sebesar 798429,3 juta rupiah ditahun 2014. Dengan
porsi terbesar didapat oleh Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata
penerimaan 1.121.987 juta rupiah dan terbesar kedua didapat oleh kabupaten
Lampung Timur dengan rata-rata penerimaan 1.038.714 juta rupiah dan besarnya
dana perimbangan terkecil didapat oleh Kabupaten Mesuji yaitu dengan rata-rata
penerimaan sebesar 42.006 juta rupiah dan besarnya dana perimbangan terkecil
kedua adalah Kota Metro yaitu dengan rata-rata penerimaan sebesar 440.831 juta
rupiah. Rendahnya transfer dana perimbangan terhadap kabupaten tersebut akibat
luas wilayah yang kecil yang berakibat pada kecilnya jumlah penduduk serta
adanya perubahan alokasi APBD akibat adanya pemekaran wilayah. Dengan
adanya pemekaran wilayah berakibat pula padajumlah penduduk di wilayah
tersebut sehingga danatransfer berupa dana perimbangan terus menurun, namun

secara keseluruhan penerimaan dana perimbangan ini cenderung meningkat.

Peningkatan Pendapatan daerah dimaksudkan untuk membiayai pelaksannaan
pembangunan daerah yaitu dalam upaya untuk menciptakan dan meningkatkan
kesgjahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu tolak ukur dalam melihat
kesgjahteraan rakyat yaitu dilihat dari besaran pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang
menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah

dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno,2000).
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Dalam melihat pertumbuhan ekonomi indikator yang digunakan adalah Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB menurut badan pusat statistik
(2015) PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan
oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu

(biasanya satu tahun).

Dari komponen-komponen desentralisasi fiskal ini penulis tertarik untuk meneliti
pengaruh PAD, dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK baik
secara individu maupun bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) daerah. Hasil yang ingin dicapai penulis adalah dapat menentukan apakah
variabel dari PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap PDRB
sebagal indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, penulisingin
mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel PAD dan dana
perimbangan terhadap PDRB. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian
ini penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan
Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten / Kota di

Provins Lampung”

B. Rumusan Masalah

Desentralisasi dipandang sebagal upaya memberikan kewenangan penuh kepada
daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator
kesgjahteraan masyarakat. Banyak penelitian yang dilakukan karena banyaknya
negara yang menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal ini karena anggapan

desentralisasi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dari
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beberapa penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan kesimpulan yang
berbeda-beda dan memberikan pemikiran untuk kembali meneliti permasalahan

tersebut.

Dilihat dari data yang dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa terjadi
peningkatan pertumbuhan ekonomi namun peningkatan pertumbuhan ini masih
dipandang kecil karena masih besarnya ketergantunagan daerah terhadap dana
perimbangan dari pusat yaitu berupa DAK/DAU hal ini menggambarkan bahwa

PAD masih belum dioptimalkan.

Berdasarkan rumusan permasal ah tersebut maka disusunlah pertanyaan penelitian
yang akan diagjukan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Adli Daerah terhadap PDRB

kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015?

2. Bagaimanakah pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana
Bagi Hasil, Dana Alokas Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap
PDRB ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-

2015?

3. Bagamanapengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
secara bersama-sama terhadap PDRB ekonomi kabupaten/kota di

Provinsi Lampung tahun 2011-20157?
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C. Tujuan

Sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan permasal ahan, maka yang akan

menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB

kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana
Bagi Hasil, Dana Alokas Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap

PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan secara bersama-sama terhadap PDRB kabupaten/kota di

Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu membantu para civitas akademika
untuk menakar sgjauh mana pengaruh Pendapatan Adli Daerah dan
Dana Perimbangan terhadap PDRB 14 Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang

mempengaruhinya.
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2. Bagi Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu membantu para praktisi ekonomi
pembangunan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendapatan
Adli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap PDRB 14 kabupaten/kota
di Provinsi Lampung dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor

yang mempengaruhinya.

3. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan catatan dan
informasi bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui sgauh mana
pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap

PDRB 14 kabupaten/kota di provinsi Lampung Tahun 2011-2015

E. Kerangka Pemikiran

PAD adalah Pendapatan Adli Daerah yang terdiri dari Hasil Pgjak Daerah,
Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah, dan lain-lain
Pendapatan yang sah. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN
yang dial okasikan kepada daerah untuk membiaya kebutuhan pengeluarannya
dalam rangka pel aksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pertumbuhan
ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan
barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan

kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000).



Berikut adalah Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

Undang-Undang No 33
Tahun 2004 Otonom Daerah

Undang-Undang No 25 Tahun 1999

4

Desentral

isasi Fiskal

A4

Penerimaan Daerah

PAD

PDRB

’

Dana Perimbangan

DAU

DAK

DBH

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian

15

karena jawaban yang diberikan adalah berdasarkan teori-teori yang relevan, belum

berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis dapat juga dipandang sebagai konklusi yang bersifat sangat sementara.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, dana perimbangan

yaitu DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap PDRB,

secara parsia variabel-variabel tersebut dihipotesiskan sebagai berikut :
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1. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan
terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

2. Diduga Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap
PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

3. Diduga Pendapatan Adli Daerah dan Dana Perimbangan secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota

di Provinsi Lampung.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dipahami
lebih mudah. Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

| PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masal ah,
tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan penelitian.

[ TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dikemukakan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka
pemikiran, dan hipotesis penelitian

11 METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dikemukakan variabel penelitian dan definisi operasional, jenis
dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN /ANALISIS

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai hasil analisis dan pembahasannya.

V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai simpulan dan saran dari penelian yang

telah dilakukan.



. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor
22 tahun 1999. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan untuk
memaksimalkan pengel olaan daerah oleh pemerintah daerah dengan bersumber
pada potensi daerahnya. Otonomi daerah menjamin kewenangan daerah dalam
mengel ola daerahnya dan tidak lagi menjalankan sebuah fungsi yang hanya
sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Atau dengan katalain, daerah
tidak lagi sekedar menjalankan instruks pemerintah pusat, tetapi benar-benar
mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan

potens yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi fokus dari sisi keuangan daerah
adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan sebuah upaya atau
kerangka kinerja pel aksanaan kegiatan bernegara dengan tujuan untuk
memberikan pelayan publik yang lebih baik dimana dengan diberlakukanya
peraturan terkait desentralisasi fiskal ini menjadikan adanya pelimpahan
wewenang kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan secara otonom
seperti halnya wewenang melakukan pengeluaran dalam hal ini adalah

pembel anjaan, kewenangan memungut pajak, pemilihan kepala pemerintahan

oleh rakyat, dan adanya bentuk transfer dari pemerintah pusat.
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Banyak manfaat yang bisa diambil dari adanya penerapan kebijkan desentralisai
fiskal namun perlu adanya kapasitas yang memadai dan perlu adanya peningkatan
keahlian dari aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Apabila
penyelenggaraan tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai dan
peningkatan keahlian maka kebijakan yang banyak manfaat ini akan menjadi
kebijakan yang justru membahayakan karena dapat terjadinya penyalah gunaan
wewenang seperti adanya korupsi dari kurangnya akuntabilatas penyelenggara

pemerintahan.

B. Desentralisas fiskal

Indonesia sebagal negara kesatuan menganut asas desentarlisasi fiskal dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan
keleluasaaan kepada daerah termasuk kewenangan dalam desentralisasi fiskal.
Penyel engaraan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun
1999 yaitu tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Undang-
undang tersebut bertujuan agar adanya pemerataan kemampuan fiskal antara
daerah dan sebagai solus kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan
daerah dan juga kesenjangan horizontal antara pemerintah daerah. Sebagal salah
satu kebijakan publik desentralisas fiskal kebijakannya diterapkan dalam masa
transis saat terjadinyareformasi yaitu transis dari masa orde baru yang otoriter

ke dalam pemerintahaan masa reformassi yang demokratis.

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan terkait pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber-sumber

daerah berupa penerimaan dan pengeluaran daerah. Dengan diberlakukannya
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kebijakan desentralisasi fiska diharapkan mampu mendorong efisiensi publik,
bukti empiris dari sejumlah negara mendukung pendapat bahwa pelayanan
masyrakat setempat yang dikontrol daerah cenderung dapat dilakukan dengan
biaya |ebih rendah dibandingkan dilakukan oleh pemerintah (Peterson, dan
Brakarz, 1991). Sebaliknya, keberhasilan memetik manfaat-manfaat ini
membutuhkan prasyarat-prasayat yang jarang terdapat dinegara-negara
berkembang, seperti kapasitas administratif daerah yang baik dan pejabat-pejabat
daerah yang responsif dan bertanggung jawab atas besarnya otoritas keuangan

mereka (Bahl dan Linn, 1994) dalam Zulyanto (2010).

Banyak manfaat yang bisa diambil dari adanya penerapan kebijakan desentralisal
fiskal namun perlu adanya kapasitas yang memadai dan perlu adanya peningkatan
keahlian dari aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Apabila
penyelenggaraan tidak dimbangangi dengan kapasitas yang memadal dan
peningkatan keahlian maka kebijakan yang banyak manfaat ini akan menjadi
kebijakan yang justru membahayakan karena dapat terjadinya penyal ahgunaan
wewenang seperti adanya korupsi dari kurangnya akuntabilatas penyelenggara

pemerintahan.

C. Hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi

Desentralisasi fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah pusat yang
mempunyai prinsip dan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) serta antar

daerah (horizontal fiscal imbalance), meningkatkan kualitas pelayanan publik di
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daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; meningkatkan
efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola, transparan, dan akuntabel
dalam pelaksanaan kegiatan pengal okasian transfer ke daerah yang tepat sasaran,
tepat waktu, efisien, dan adil; mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan
ekonomi makro. Dalam hal ini desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan
wewenang dari pusat kepada daerah untuk melaksanakan sistem pemerintah di
daerah secara otonom, dengan diserahkanya beberapa wewenang ini diharapkan
efisiensi pelayanan masyarakat yang meningkat dapat memacu pertumbuhan

ekonomi kearah positif.

Pemikiran tentang keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan
ekonomi juga dikembangkan oleh Prud’Homme, (1995) (dalam Zulyanto, 2010)
yang meyakini bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap
perkembangan ekonomi daerah di masa datang. Secara eksplisit dinyatakan bahwa
pengeluaran publik terutama penyediaan infrastuktur bagi masyarakat akan lebih
efektif dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka akan |ebih mengetahui
apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal . Prud’Homme
(2003), (dalam Zulyanto, 2010) menyatakan empat area yang menjadi dampak

utama dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu;

1. Effisiensi ekonomi umumnya desentralisas selalu dikaitkan dengan
usaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Baik efisiensi alokasi,
yaitu Pembangunan yang berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal akan

menjamin efisiensi economi.
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2. Kestabilan ekonomi makro
3. Keadilan interpersonal dan interregional, dan

4. Efisens politik

Empat aspek di atas sangat terkait dengan fungsi/peranan pemerintah dalam

perekonomian modern sebagaimana dinyatakan Mangkoesoebroto (1999).

Banyak pendliti yang sependapat dengan Prud Homme bahwa desentraliasi fiskal
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan posisi pemerintah
daerah yang lebih baik memberikan pelayan publik dibandingkan pemerintah
pusat dimana pemerintah daerah yang lebih dekat terhadap masyarakat di daerah
tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian Zhang dan Zou (1998), dalam
penelitian ini diungkapkan bahwa seharusnya benar mengenai desentralisasi fiskal
yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun desentralisasi menjadi
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jika mekanisme desentralisasi

fiskal dijalakan dengan tidak semestinya.

Bahn dan Linn (1992), (dalam Zulyanto, 2010) berpendapat bahwa pendelegasian
sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik.
Pernyataan ini didukung oleh dua argumen sebagai berikut. Pertama,median vote
theory yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan preferens
masyarakat daerah. pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak dan
permintaan masyarakat setempat. Kedua, fiscal mobility theory yang
menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antar daerah yang dipicu oleh tingkat

kesgjahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan
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mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik

yang lebih baik.

Selanjutnya Bahl dan Linn (1992), (dalam Zulyanto, 2010) menyatakan bahwa
dengan diserahkannya beberapa kewenangan ke pemerintah daerah, diharapkan
pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesegjahteraan masyarakat |okal. Karena pemerintah
daerah lebih mengetahui karakteristik daerahnya masing- masing, maka
pengeluaran infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi menurut pandangan ini pemerintah
daerah dipercaya dapat mengal okasi kan dana kepada setiap sektor ekonomi secara

efisien daripada yang dilakukan pemerintah pusat.

Oates menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan outcome dari
kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang tercipta karena
makin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Secarateori,
desentralisasi fiskal diperkirakan akan memberikan peningkatan ekonomi
mengingat pemerintah daerah mempunyal kedekatan dengan masyarakatnya dan
mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat, sehingga
pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar
dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap
tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena berhadapan langsung denggan

penduduk daerah/kota yang bersangkutan (Zulyanto, 2010).
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Argument lainya juga dikemukakan oleh Breuss dan Eller (2004), (dalam
Suriadi,dkk, 2014) yang menyatakan bahwa ada efek embivalen dalam hubungan
antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga sulit untuk
menarik rekomendasi yang jelas mengenai desentralisasi yang optimal. Hasil
penelitian Breuss dan Eller menunjukkan bahwatidak ada kejelasan, hubungan

otomatis antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa pendlitian juga dilakukan di Indonesia mengenai hubungan
desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Mulyono
2012 mengatakan bahwa rendahnya penyerepan akan menghambat Iaju
pertumbuhan hal ini dibuktikan dengan tabungan tabungan/silpa cenderung

memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Penelitian di Indonesia juga diungkapkan Wibowo (2006) bahwa Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sgjak tahun
2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan
daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya. Terdapat dua
alasan yang dapat menjel askan fenomena otonomi fiskal yang kurang favourable
sebelum periode reformasi fiskal, yakni (i) kurangnya kompetensi para aparatur
dan politisi daerah dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah, dan (ii)
monitoring pemerintah pusat atas penerapan Perda tentang pajak dan retribusi

daerah yang kurang efektif.

Terdapat beberapa pendapat mengenai desentralisasi fiskal pengaruhnya terhadap
pertumbuhan ekonomi ada yang menyimpulkan pengaruhnya positif karena

adanya kewenangan daerah yang lebih otonom dalam melaksanakan system
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pemerintahan, namun didapat juga kesimpulan negatif bahwa desentraliasai fiskal
belum bisa diakatan pengaruhnya positif dikarenakan daerah yang masih

bergantung terhadap transfer daerah.

D. Indikator Desentralisas Fiskal Penerimaan Daer ah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah dalam menjaankan prinsip
otonomi daerah, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional perlu adanya pengaturan sumber daya nasional untuk memberikan
kesempatan bagi daerah untuk dapat meningkatkan kinerja daerah demi tujuan
kesgjahteraan masyarakat. Daerah mempunyai tanggung jawab menyel enggarakan
kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan penuh
tanggung jawab sebagai upaya penyel enggaraan pemerintahan dan pelayanan

masyarakat sebagal daerah yang otonom.

Negara pada hakikatnya mempunyatiga fungs utama dalam penyel enggaraan
pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan. Tigafungsi utama yakni
1) fungs alokasi yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi,
2) fungsi distribusi adalah peranan pemerintah dalam mendistribusikan
pendapatan dan kekayaan sebagai pemerataan pembangunan, 3) fungsi stabilisasi

merupakan peran pemerintah dalam pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.

Melihat dari ketigafungsi dalam penyelengaraan pemerintahan fungsi distribusi
dan jugafungs stabilisasi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat
sedangakan fungsi alokasi akan lebih efektif jika dilakukan oleh pemerintah

daerah dalam arti pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan yang benar-
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benar diperlukan oleh daerah. Namun, dalam pel aksanaanya perlu dilakukan
dengan penuh tanggung jawab agar benar-benar sesuai dengan apa yang
dibutuhkan daerah. Dengan demikian, konsep perimbangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah dapat tercapai dengan semestinya.

Daam rangka mendukung otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas dan
nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, yang diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang
berkeadilan, serta perimbangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan
pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan
asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang

sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari penerimaan

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

1. Pendapatan Adli Daerah

Desentralisasi merupakan upaya penyel enggaraan tugas pemerintah pusat yang
dilaksanakan oleh daerah. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah diikuti dengan pembiayaan. Setiap penyerahan
dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

dalam rangka desentralisasi ini disertai pengalihan sumber daya manusia dan
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saran serta pengal okasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran

pel aksanaan pelimpahan wewenang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan
tugas pemerintah di daerah dibiayal dari dan atas beban anggaran pendapatan
belanja negara dengan sumber pendapatan diantaranya pendapatan asli daerah
yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah :

a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pgjak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak,
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun
2009 pagjak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pgjak Hotel,
Pajak Restoran, Pgjak Hiburan, Pgak Reklame, Pgjak Penerangan Jalan, Pgjak
Mineral bukan Logam , Batuan, Pajak Parkir, Pgjak Air Tanah, Pgjak Sarang
Burung Walet, Pgak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pgjak
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada
umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebaga sumber pendapatan daerah (budegtary)

2. Sebagal aat pengatur (regulatory)
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b. Retribus Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini
dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU
Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pagjak dan retribusi daerah yang baru
disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber
pendapatan baru, namun disisi 1ain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah
yang harus dihapus karenatidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal
dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan
terdapat 30 jenisretribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan
ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan

retribusi perizinan tertentu.

1. Retribus Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau
diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagali pembayaran
atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai
pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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c. Hasil Pengelolahan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan
daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-
Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang
mencakup bagian |aba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD, bagian |aba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
negaralBUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Adli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah
yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak
termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari
lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun

2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah

meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasagiro.
3. Pendapatan bunga.

4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
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5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan,

pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2. Danaperimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K euangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dial okasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.
Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah
dan Pemerintahan daerah dan antar Pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri

dari :

1. Dana Alokasi Umum

Sesuai dengan Undang-Undang N0.33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum,
selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pel aksanaan desentralisasi.

Dana Alokass Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan
peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar
daerah. Dana Alokas Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam
kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi
yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari
penerimaan dalam negeri neto. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh

daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam



30

APBD harus tetap pada kerangka pencapai an tujuan pemberian otonomi kepada
daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin

baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.

2. Dana Alokas Khusus

Sesuai dengan Undang-Undang N0.33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus,
selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanal kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud adal ah:

Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus
alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan
kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi,
kebutuhan beberapajenisinvestas / prasarana baru, pembangunan jalan di

kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.

Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

3. Dana Bagi Hasll

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004/ pp Nomor 55 tahun 2005 dana bagi
hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dial okasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangaka pel aksanaan desentralisasi
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Danabagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut
Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak
terdiri dari : ““1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pgjak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”. Sedangkan pada
pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang
berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) kehutanan, 2) pertambangan umum,
3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6)

pertambangan panas bumi .

Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai

berikut:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

DanaBagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi
16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah
Kabupaten/K ota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum
Daerah kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.

Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada
seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi
penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65%
dibagikan secara merata kepada sel uruh daerah kabupaten dan kota, dan

sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah kabupaten dan kota
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yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan

sektor tertentu.

. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

DanaBagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16%
untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas
umum daerah provinsi, dan 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil
dan disalurkan ke Rekening kas umum daerah kabupaten/kota. Sedangkan
20% bagian pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi

yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

DanaBagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak
orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah
adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah daerah provinsi dan
Kabupaten/K ota. Dimana 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk

provinsi.

. Kehutanan

Penerimaan dari sektor kehutanan yang berasal dari penerimaan luran Hak
Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang
dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan

20% untuk pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang
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berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk

Pemerintah dan 40% untuk daerah.

. Pertambangan Umum

DanaBagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk

pemerintah dan 80% untuk daerah.

. Perikanan

DanaBagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional
dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh

kabupaten dan kota.

. Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah
penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari
wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untu Pemerintah dan 15,5%
untuk daerah. Danabagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah
sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang
bersangkutan, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan 6%
dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provins yang bersangkutan.
Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk

daerah yang sebesar 0,5% dial okasikan untuk menambah anggaran



pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk provinsi yang
bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 0,2%

dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah
penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari
wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan
30,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk
daerah sebesar 30% dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi
yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan
12% dibagikan untuk kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan.
Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah
yang sebesar 0,5% dia okasi kan untuk menambah anggaran pendidikan
dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2%
dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk

kabupaten/kota lainnya dalam provins yang bersangkutan.

i. Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi
dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi

hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada
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daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk Provinsi yang bersangkutan,
32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/K ota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk menegetahui kondisi ekonomi disuatu
wilayah/provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukan oleh data produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga konstan atau atas dasar
harga berlaku. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto yang
dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wiayah, atau merupakan jumlah
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di

suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa
yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. Sedangkan
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa
yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Dalam penelitian ini
tahun yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun 2000. PDRB atas dasar

harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari

tahun ketahun.

Adatiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB :
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1. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB dihitung melakukan akumulasi nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produks yang berada disuatu

wilayah/provins dalam jangka tertentu dikelompokan kedalam 9 lapangan usaha ;

a

b.

Pertanian

Pertambangan dan penggalian

Industri pengolahan

Listrik dan gas air, bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel dan Restoran
Angkutan dan komunikasi

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

Jasarjasa.

2. Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini, merupakan jumlah balas jasa yang diteriama oleh

faktor-faktor produksi yang diikuti serta dalam proses produksi di suatu wilayah

dalam waktu tertentu.

3. Pendekatan pengeluaran.

PDRB adalah semua komponen pengeluaran aktif seperti pengeluaran konsumsi

rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan

modal tetap bruto, perubahan stock, dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.
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Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat
menunjukan kondisi perekonomian setiap tahun. Manfaat yang didapat atau

diperoleh adalah :

a. PDRB atasdasar harga konstan

- Menunjukan lgju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor
ekonomi dari tahun ke tahun.
- Mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar

negeri, perdagangan antar pulau/antar provinsi.

b. PDRB atasdasar harga berlaku.

- Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh
suatu wilayah tertentu. Nilai PDRB yang besar menunjukan kemampuan
sumber daya ekonomi yang besar pula.

- Menunjukan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh

penduduk suatu wilayah tertentu.

F. Hubungan PAD dengan PDRB

Setel ah diberlakukanya desentralisasi fiskal berdasarkan pasal 66 UU Nomor 25
tahun 1995 sumber pendapatan daerah terdiri salah satunya adalah Pendapatan
Asli Dagrah (PAD). Dengan digulirkanya desentralisasi fiskal maka pemerintah
daerah harus berpacu dan berlomba-lomba dalam dalam meningkatkan jumlah

penerimaan PAD, karena dengan terus meningkatnya PAD maka dapat dikatakan
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bahwa daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa bergantung

dengan pusat.

Daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi pada setiap tahunnya
maka akan memberikan kontribusi bagi Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). PDRB merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi
di suatu wilayah/ Provinsi dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi
yang mencerminkan kinerja perekonomian suatu wilayah, dimana pertumbuhan
ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan suatu wilayah hal ini
dilihat dari besaran nilai PDRB, maka sgjaan dengan teori pertumbuhan ekonomi
endogen maupun agregat dimana pertumbuhan ekonomi bergantung kepada
pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi yaitu penduduk, tenaga kerja dan
akumulasi modal. Dengan meningkatnya PAD yang diproksikan sebagai
akumulasi modal berarti hal ini juga sgaan dengan teori pertumbuhan ekonomi
endogen tersebut yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang dilihat dari besaran nilai PDRB diutamakan faktor produksi dari
endogen atau di dalam daerah itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan PAD yang
terdiri dari diantaranya pajak dan retribusi daerah sebagai penerimaan daerah
sangat bergantung dari intensitas kegiatan perekonomian yang dilakukan

pemerintah daerah.

Sgjalan dengan teori pertumbuhan endogen teori Keynes menerangkan bahwa
tingkat kegiatan ekonomi ditentukan dari permintaan agregat. Menurut Keynes di

masa yang akan datang perekonomian akan mempunyai kemampuan lebih besar
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dalam menghasilkan barang dan jasa jika pada periode tertentu dilakukan

sejumlah pembentukan modal.

Berdasarkan beberapa teori endogen dan Keynes PAD sebagai salah satu sumber
pembentukan modal bagi kegiatan perekonomian, maka jika PAD meningkat
maka dana yang dimiliki daerah meningkat pula, sehingga pemerintah daerah
lebih berinisiatif dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah. Dengan
semakin meningkatnya PAD akan memberikan proporsi belanja modal yang lebih
besar untuk pembangunan. Dengan pembangunan sarana dan prasaran serta
infrastruktur oleh pemerintah daerah maka akan memberikan dampak positif bagi

pertumbuhan ekonomi.

G.Hubungan Dana Perimbangan Terhadap PDRB

Menurut (Peterson dan Brakarz, 1991) desentralisasi fiskal merupakan kebijakan
terkait pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk mengatur sumber-sumber daerah berupa penerimaan dan pengeluaran
daerah. Dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal mampu mendorong efisiens

publik.

Desentralisai merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mendorong setiap
institusi untuk dapat bersaing secara global. Desentralisasi merupakan kebijakan
sebaliknya dari sentralisasi dimana sentralisasi adalah sistem pengelolaan dan
kebijakan secaraterpusat sedangkan desentralisai adalah merupakan pembagian

dan pelimpahan wewenang.
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Menurut Bhan dan Lim (1992) (dalam Zulyanto, 2010 berpendapat bahwa
pendel egasian sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup

masyarakat yang lebih baik.

Sumber-sumber daerah dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal selain dari
pendapatan asli daerah ada penerimaan bagi daerah dalam bentuk dana
perimbangan yang terdiri dari tiga komponen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokast Umum (DAU, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH merupakan bagian dari daerah yang bersumber dari penerimaan pajak
dimana besarnya sudah diatur dalam undang-undang, untuk transfer DAU dari
pemerintah pusat adalah untuk pemerataan pembangunan agar tidak terjadinya
kesenjangan antar dan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang
terjamin dan untuk DAK yang dialokasikan dari APBN yang diberikan bagi
daerah khusus untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah

sekaligus sebagal prioritas nasional yang tidak dapat diperkirakan secara umum.

Dapat dissmpulkan selain dari sisi pengeluaran dampak dari kebijakan
desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan terhadap pertumbuahan ekonomi juga
penting untuk dilihat. Untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah daerah agar
tidak terjadi kesenjangan ransfer pusat terhadap daerah dalam bentuk DBH, DAU
dan DAK diharapkan agar dapat menambah modal bagi daerah dalam

mel aksanakan rencana-rencana pembangunan. Dengan adanya dana transfer dari
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dengan upaya menambah modal

bagi daerah hal ini berarti sesuai dengan teori pertumbuhan endogen dan Keynes
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dimana dalam teori tersebut akumulasi modal merupakan hal yang penting dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini indikator pertumbuhan

ekonomi dilihat dari besaran nilai PDRB.

H.Pendlitian Terdahulu

Telah banyak ditemukan penelitan sebelumnya mengenai pengaruh desentralisasi
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, namun kesimpulan yang dihasilkan
tidaklah sama. Penelitian-penelitan tersebut menjadi bahan acuan bagi penulis
untuk menulis penelitian ini. Seperti penelitian berikut tabel mengenai penelitian
terdahulu.

Tabel 3 Daftar penelitian terdahulu PAD dan dana perimbangan dan
pertumbuhan ekonomi

Studi Lokas Variabel Variabel Metode Hasil pendlitian
Dependent  Independent
Zhang dan Cinatahun Andisa  -Pertumbuhan
Zou (1998) 1986-1992 regresi tenaga kerja
linier berpengaruh
berganda positif namun
tidak signikan
- pajak
berpengaruh
negatif tidak
signifikan
- desentralisasi
berpengaruh
negatif
Sri Andayani Jawa Laju Desentralisasi  Partial Desentralisasi
Timur pertumbuha  fiskal rasio least fiskal
n PDRB penjumlahan square berpengaruh
PAD dan negatif
BHPBP
terhdap belanja
daerah
- Rasio PAD
terhadap DAU
Muhammad Kabupat/ Pertumbuha  PAD, dana Regresi ~ Adapengaruh
Rizky Azumar  kotadi n ekonomi perimbangan linier yang positif

Provinsi (PDRB) (DAU,DAK,D berganda antara
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Mulyadi
soamoele

Reza monanda
berutu

Jawa
Tengah

Kabupaten
kepulauan
Sula

Kabupaten
dairi

Kabupaten/k  BH), investasi

ota Di Jawa
Tengah
2005-2009

PAD

APBD

swasta, tenaga

kerja

Pengeluaran
pemerintah
dan PDRB

Pertumbuhan
ekonomi

(multiple
linier
regressi
on
method)
dengan
metode
kuadrat
terkecil
ordinary
least
squar
e(OLS)
Regresi
Linier

Metode
kuadrat
terkecil
ordinar
least
square

pendapatan adli
daerah (PAD),
dana
perimbanagan,
investasi swasta,
dan tenaga
kerja. Namun
untuk dana
perimbanagn
investasi swasta
pengaruhnya
tidak signifikan.

Pengeluaran
pemerintah
berpengaruh
positif terhadap
pendapatan adli
daerah.

PDRB
berpengaruh
positif tapi
terhadap PAD
tidak signifikan
Pengeluaran
rutin dan
peneluaran
pembangunan
berpengaruh
posirif terhadap
pertumbuhan
ekonomi

Berdasarkan tabel diatas dari penelitian-penelitian terdahulu dan hasil yang telah

didapat maka penulis ingin membuktikan pengaruh PAD dan dana Perimbangan

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupeten/Kota di Provinsi Lampung, dengan

menggunakan beberapa variabel yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dari

sekian banyak penelitian banyak yang mengahsilkan kesimpulan positif

pengaruhnya PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada

penelitian ini akankah menemukan hasil yang sama.



(1. METODE PENELITIAN

A. Jenisdan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan data yang bersifat kuantitatif.
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Tipe
data yang digunakan adalah data Panel yang meliputi data Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umu
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sumber data
akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) , dinas pendapatan
daerah, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, sertalembaga terkait lainnya,
dan juga dari aksesinternet www.bps.go.id, www.bi.go.id, www.bpk.go.id,

www.djpk.depkeu.go.id

B. Definisi Operasional

1. PDRB

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam penelitian ini akan dilihat dari

besarnyanilai PDRB 14 kabupaten / kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015



dalam bentuk jutaan rupiah. PDRB merupakan jumlah nilai akhir produksi yang

dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut selama satu tahun fiskal.

2. Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini akan dilihat dari Pendapatan adli
daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan menggunakan skalarasio. Indikator
PAD terdiri dari retribusi daerah, pgjak daerah, hasil pengel olaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana PAD dalam penelitian

ini adalah dana PAD 14 kabupaten kota di Provinsi Lampung dalam jutaan rupiah.

3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga
komponen. Komponen tersebut adalah dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokas Umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana
Alokasi Umum kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

yang diukur dalam jutaan rupiah.
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2. Dana Alokas Khusus

Dana Alokas Khusus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana
Alokas Khusus kabupaten/kota di Provins Lampung Tahun 2011-2015

yang diukur dalam jutaan rupiah

3. Dana Bagi Hasll

Dana Bagi Hasil yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Bagi
Hasil kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 yang diukur

dengan dalam jutaan rupiah.

C. Metode Analisis Data

1) AnalisisData
Daam analisis model data panel dikenal tiga pendekatan yang terdiri dari
Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Ketiga pendekatan yang

dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Common Effect

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya
dengan mengkombinasikan data time series dan cross section dalam bentuk pool,
dan menggunakan teknik kuadrat terkecil atau least square untuk mengestimasi
koefisiennya. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu,
sehingga diasumsikan bahwa prilaku individu tidak berbeda dalam berbagai kurun

waktu.



46

Persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut:

Yie = a + Bixie + &t
untuki=1,2,...,Ndant=1, 2, ...,T, dimana N adalah jumlah unit/individu
cross section dan T adalah jumlah periode waktunya. Dari commond effects model
ini akan dapat dihasilkan N+T persamaan, yaitu sebanyak T persamaan cross

section dan sebanyak N persamaan time series.

2. Pendekatan Fixed Effect

Asums pembuatan model yang menghasilkan intersep konstan untuk setiap
individu (i) dan waktu (t) dianggap kurang realistik sehingga dibutuhkan model
yang lebih dapat menangkap perbedaan tersebut. Model efek tetap (fixed effects),
model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi
dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi model Fixed Effects dengan
intersep berbeda antar individu, maka digunakan teknik variable dummy. Model
estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable

(LSDV).

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
Yie = a + B1Xir + &
untuki=12,...,Ndant=1,2, ..., T, dimana N adalah jumlah unit/individu cross

section dan T adalah jumlah periode waktunya.
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3. Pendekatan Random Effect

Di dalam mengestimasi data panel dengan model Fixed Effects melalui teknik
LDV menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatas
masalah ini kita bisa menggunakan variabel residual yang dikenal sebagai model
Random Effects. Pada model ini, akan dipilih estimasi data panel dimanaresidua
mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Oleh karenaitu,
pada model ini diasumsikan bahwa ada perbedaan intersep untuk setiap individu
dan intersep tersebut merupakan variabel random atau stokastik. Sehingga dalam
model ini terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh, yang
merupakan kombinasi time series dan cross section, dan residua secara

individu yang merupakan karakteristik random dari observasi unit ke-i dan tetap

sepanjang waktu.

Adapun persamaan regrsinya adalah sebagai berikut:
Yie = & + BiXir + &t
Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam model random effect. Secara

matematis, asumsi tersebut terdiri dari:
E[E[e K] =E 1w X]=0
E[Ele;: IX] = g7, sehingga &;x —~ N (0,07)
E[E[u; X] = o), sehingga &;; — N (0,0;7)
E [E[u;g; X] = 0 untuk semuat,i dan j
E [E[pp: X] = 0jika (i # )
E[E[uieir X] =E (Sitxgjs) = 0 jika (i # j)atau (t # s)

Hal ini berarti bahwa komponen error tidak berkorelasi satu samalain dan tidak

ada autokorelasi antara cross section dan time series. metode OL S tidak bisa
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digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang tepat untuk
mengestimasi model random effects adalah Generalized Least Squares (GLYS)
dengan asumsi homoskedastik dan tidak ada cross sectional correlation. GLS
merupakan OL S dengan transformasi variabel yang memenuhi asumsi standar dari

OLS.

2. Pemilihan Teknik Estimasi Regres Data Panel

Uji secaraformal dikembangkan oleh Hausman. Hausman telah mengembangkan
suatu uji statistik untuk memilih apakah menggunakan metode Fixed Effect atau
Random Effect. Uji statistik Hausman yang kemudian dibandingkan dengan chi-
square tabel dengan besarnya degree of freedom sama dengan jumlah variabel
independent dengan syarat :

Xaatisik > Xtapel @tall P-value < o maka Ho ditolak dan model yang dipilih adalah
fixed effect begitu juga dengan sebaliknya.

Batas kritis untuk menolak Ho didasarkan pada kriteria chi-square untuk tingkat
signifikasi sebesar a dan derajat kebebasan ditulis df dan dituliskan dalam rumus:

H,2df

Pada tingkat signifikasi (a) sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) sebesar k-1

maka perbandingannya adal ah sebagai berikut:

Chi square hitung ( Hausman Test) > Chi sgquare tabel maka Ho ditolak sehingga
model estimasi yang dipilih fixed effect dan jika berlaku sebaliknya maka model

estimasi yang digunakan adalah random effect.

Atau sebagai aternatif digunakan perbandingan
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Jika P-value (Uji Hausman) < a (alpha) maka Ho ditolak dehingga model estimasi
yang digunakan adalah fixed effect dan jika berlaku sebaliknya maka model

estimasi yang digunakan adalah random effect.

3. Estimasi Model Regresi dengan Panel Data

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan
terhadap PDRB daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, menggunakan data
time-series selama 5 (lima) tahun terakhir yang diwakili data tahunan dari 2011-
2015 dan data cross section sebanyak 14 daerah mewakili kabupaten/kota di
Provinsi Lampung. Kombinasi atau pooling menghasilkan 70 observasi dengan

fungsi persamaan data panelnya dapat dituliskan sebagai berikut :

PDRB;; = Sy + B1(PAD); + B(DAU);; + B3(DAK); + B4 (DBH) ;¢ + &;¢

PDRB;; = PDRB(dal am satuan jutaan rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (dalam satuan jutaan rupiah)
DAU = Dana Alokasi Umum (dalam satuan jutaan rupiah)
DAK = Dana Alokasi Khusus (dalam satuan jutaan rupiah)
DBH = Dana Bagi Hasil (dalam satuan jutaan rupiah)

Oo = intersep

01, Oz = koefisien regresi variabel bebas

Eit = komponen error diwaktu t untuk cross-section i

i =123...... 14 (data cross section kabupaten/kota di
Lampung)

t =1,2..5 (datatime series 2011-2015)
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Untuk menjadikan intersept kabupaten/kota bervariasi dapat dilakukan dengan
bantuan variabel Dummy (diverential intercept dummies), untuk melihat
perbedaan perkembangan PDRB kabupaten/kota di Lampung selama lima tahun
periode penelitian (2011-2015) Dimana kota Bandarlampung sebagai wilayah
acuan (benchmark). Alasan penggunaan kota Bandarlampung sebagai benchmark
adal ah kota Bandarlampung merupakan ibukota Provinsi Lampung. Sehingga
persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

PDRBj; = ay + azDyq + azD3i+,,, +a14D14; + f1PAD; + B, DBH;;
+ B3DAU;: + B4 DAK;;

Dimana:

D1 = dummy Kab Lampung Barat
D2 = dummy Kab Lampung Selatan
D3 = dummy Kab Lampung Tengah
D4 = dummy Kab Lampung Utara
D5 = dummy Kab Lampung Timur
D6 = dummy Kab Tanggamus

D7 = dummy Kab Tulang Bawang
D8 = dummy Kab Way Kanan

D9 = dummy Kot Metro

D10 = dummy Kab Pesawaran

D11 = dummy Kab Pringsewu

D12 = dummy Kab Mesyji

Oo = Intercept untuk PDRB kabupaten/kota dan dianggap sebagai kategori

reverensi (exluded) sebagai pembanding

0y ... 03 = differential intercept coefisien yang menunjukkan seberapa besar

inter cept
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LB,LS LTg, LU, LT, TG, TB, WK, MTR, PSW, MSJ, TBB berbeda

dari a; (Produk Domestik Regional Bruto)

B: .. Ba= Koefisien regres pertumbuhan variabel dana perimbangan dan PAD

untuk model PDRB

4. Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas
secaraindividu terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010) hipotesis yang

digunakan adal ah sebagai berikut :

1. Pendapatan Adli Daerah
Ho : B1=0, Variabel PAD tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Ha: B1# 0, Variabd PAD berpengaruh terhadap PDRB.

2. DanaBagi Hasll
Ho : B2=0, Variabel DBH tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Ha: B,# 0, Variabel DBH berpengaruh terhadap PDRB.

3. DanaAlokast Umum
Ho : B3=0, Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Ha: Bs# 0, Variabel DAU berpengaruh terhadap PDRB.
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4. DanaAlokasi Khusus
Ho : B4=0, Variabel DAK tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Ha: 4% 0, Variabd DAK berpengaruh terhadap PDRB.
Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1). Jika thiwng < tiane, Maka HO diterima dan Ha ditolak, artinya variabel bebas tidak

berpengaruh terhadap variabel terikat

2). Jika thiwng > tiape Maka HO ditolak dan Haditerima, artinya variabel bebas

berpengaruh terhadap variabel terikat
2.Uji F

Uji statistik F digunakan untuk menguiji apakah variabel-variabel independen
secara serempak berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga nantinya dapat
ditentukan apakah model persamaan linear yang dig ukan dapat diterima atau

tidak.

Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut :

1) Ho:PB1=P2=Ps=Ps=0didugatidak adapengaruh PAD, DBH, DAU, dan

DAK yang signifikan terhadap variabel PDRB.

2) Ha: Bl1# 2 # B3 # Bs# 0 diduga secara bersama-sama PAD,DBH, DAU,
dan DAK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel PDRB.
R2

F — hitung = ?{%Nilai F- hitung diperoleh dengan rumus:
-k
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Dimana:

R? = K oefisien determinasi
k = Jumlah variabel independen

n =jumlah sampel
Kriteria pengujiannya:

1) Ho diterima (F hitung < F tabel) artinya variabel independen secara

bersama- samatidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Haditerima (F hitung > F tabel) artinya variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
4. Koefisien Deter minasi (R?)

K oefisien determinasi (R?) nilainya berkisar antara 0 dan 1. semakin besar R
berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi

variabel-variabel independen.

Formula untuk mencari nilai R?adalah sebagai berikut :

SSR SSR
2= atal; R°=1- —

R*= SST SST

Keterangan:

R? = Koefisien determinasi berganda.

SSR = Sum of Sguare Regression, atau jumlah kuadrat regresi, yaitu
merupakan total varias yang dapat dijelaskan oleh garis regresi.

SST = Sum of Square Total, atau jumlah kuadrat total, yaitu
merupakantotal variasi Y.



SSE = Sum of Square Error, atau jumlah kuadrat error, yaitu merupakan
total variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh garis regresi.
BilaR? = 0 artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali.
Sementara bila R? = 1, artinya variasi dari Y 100 persen dapat diterangkan oleh X.

Jadi, baik atau tidaknya suatu model ditentukan oleh nilai yang memenuhi 0 < R?
R<1.

5. Uji Asums Klasik

K elebihan menggunakan data panel adalah data yang digunakan menjadi lebih
informative, variabelitasnya lebih besar, kolinieriti yang lebih rendah diantara
variabel dan banyak dergjat bebas (degree of freedom) dan lebih efisien
(Haryanto, 2005). Panel data dapat mendeteksi dan mengukur dampak dengan
lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode cross section

maupun time series.

Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang
ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi
klasik (Gujarati 1992, dalam Wahyuddi et al). Dengan keunggulan regresi data
panel maka implikasinyatidak harus dilakukan uji asumsi klasik dalam model
data panel (Verbeek, 2000; Gujarati, 2006; Wibisono, 2005; Aulia; 2004,

dalam Shochrul R, Ajija, dkk. 2011).



V.SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

Berdasarka pembahasan hadli analisis maka kesimpulan selama penelitian tahun
2011-2015, variabel Pendapatan Adli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap
PDRB 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dana Perimbangan yang terdiri dari
DanaBagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, masing-masing
berpengaruh sebagai berikut: Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dana Alokasi Umum
berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Dana Alokas Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota

di Provinsi Lampung.

Dari beberapa variabel penerimaan daerah yang memiliki pengaruh positif terhadap
PDRB dapat meningkatkan PDRB hal ini disebabkan variabel penerimaan digunakan
sebagal akumulasi modal dalam menopang pengel uaran daerah sehingga dapat
menciptakan peningkatan PDRB. Namun meskipun kebijakan desentralisasi fiskal ini

telah berjalan selama 15 tahun tetapi mash banyak potensi-potensi daerah yang belum
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tergali dengan maksimal serta masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer
dari pemerintah pusat. Dimanahal ini dibuktikan selam 5 tahun periode pennelitian
penerimaan berupa dana transfer dari pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH),
Dana Alokas Umum (DAU), dan Dana Lokas Khusus (DAK) masih |ebih besar
dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibat dari hal itu terdapat
kesenjangan pendapatan antar daerah. Akibat adanya kesenjangan pendapatan daerah

inilah terdapat perbedaan pertumbuhan PDRB antar daerah.

B. Saran
Berdasarkan temuan dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis mengajukan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya sitem desentralisasi fiskal ini diterapkan pada pemerintah daerah yang
mampu untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini
ketergantungan dalam penerimaan daerah dan |ebih mengoptimalkan penerimaan
masing-masing daerah. Dimana tujuan dari desentralisasi fiskal addalah untuk

menciptakan pemerintahan yang mandiri.

2. Untuk menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri maka dapat dioptimalkan
bagi daerah dalam menggali sumber-sumber yang potensial yang dimiliki dengan
baik dan secara maksimal. Cara untuk mengali sumber-sumber penerimaan daerah
yang potensial dapat dilakukan dengan dua cara yaitu intensifikasi dan

ekstensifikasi. Intensifikas yaitu dengan cara melakukan pemungutan dengan
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giat, cepat, teliti dan ketat serta dipermudahnya dalam pelayanan publik kepada
masyarakat. Dengan cara ekstensifikasi yaitu mencari sumber-sumber penerimaan

yang potensia dari luar daerah dengan misal nya menciptakan iklim investasi.
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